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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum 
Majelis Pengawas Daerah Notaris bagi Notaris dalam hal pemeriksaan oleh 
penyidik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  
Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris dan untuk mengetahui konsistensi Pasal 66  ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentangJabatan Notaris pasca putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris 
ditinjau dari peraturan perundang-undangan. 
            Untuk mencapai tujuan dipergunakan penelitian hukum kepustakaan 
yang bersifat Yuridis Normatif. Sumber bahan yang dipergunakan adalah 
sumber bahan primer berupa peraturan perundang-undangan serta sumber 
bahan sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, 
serta dipergunakan bahan hukum tertier. 
            Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan 
terhadap bahan primer yang terlebih dahulu diteliti. Analisis bahan hukum 
yang yang dipergunakan adalah Content Analysis. 
           Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa setelah 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, Majelis Pengawas 
Daerah Notaris kehilangan kewenangan khususnya. Berdasar Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014, Majelis Pengawas Daerah Notaris hanya 
mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pejabat 
Notaris. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dibentuklah Majelis 
Kehormatan Notaris yang menggantikan kewenangan Majelis Pengawas 
Daerah Notaris untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris  
          Adanya konsistensi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 66 
bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris. Dari permasalahan tersebut 
seharusnya Notaris dalam menjalankan profesinya harus berpegang teguh 
pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris, serta 
perlu membuat peraturan yang lebih jelas dan terperinci agar Notaris dapat  
terlindungi. 
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FUNCTION AND POSITION OF REGIONAL SUPERVISORY 
ASSEMBLY OF INDONESIAN NOTARIES FOLLOWING THE 
ENACTMENT OF LAW NUMBER: 2 OF 2014 CONCERNING 
AMENDMENT TO LAW OF NOTARY PROFESSION NUMBER : 30 OF 
2004 
 
By: Anna Sari Dewi. S351208004. 2016 
 
 
ABSTRACT 
The objectives of this research are to investigate: (1) the legal protection for 
Notaries by the Regional Supervisory Assembly of Indonesian Notaries  in 
case of  investigation by investigators after the enactment of Law Number: 2 
of 2014 about The Amandement to Law Number 30 of 2004  regarding 
Notary Profession, and (2) the consistency of Article 66  Paragraph (1) of 
Law Number :  2 of 2014 regarding Notary Profession following Verdict of 
Constitutional Court Number: 49/PUU-X/2012 for Regional Supervisory 
Assembly of Indonesian Notaries viewed from the prevailing legislations 
           This research used the juridical and normative library law research. 
The law material sources were primary, secondary, and tertiary ones.The 
primary law material sources were the prevailing legislations, and the 
secondary onesincluded explanations of primary law materials. The data of 
research were collected troughthe library research and analyzed by using the 
content analysis 
          The results of the research are as follows : 1) Following Verdict ofthe 
Constitutional Court Number: 49/PUU-X/2012, the Regional Supervisory 
Assembly of Indonesian Notaries loses its special authority. In accordance 
with Law Number: 2 of 2014, the Regional Supervisory Assembly of 
Indonesian Notaries only has authority to supervise the Notary officers. In 
Law Number: 2 of 2014 the Honorary Assembly of Indonesian Notariesis 
formed, which replaces the authority of the Regional Supervisory Assembly of 
Indonesian Notaries to conduct the training to Notaries. 2) There is 
consistency of Article 66 of Law Number: 2 of 2014 for the Regional 
Supervisory Assembly of Indonesian Notaries. Thus, the Notaries in 
performing their profession must hold on the Law of Notary Profession and 
Ethical Code of Notary Profession and need to make clearer and more 
detailed rules to protect the Notaries. 
 
Keywords: Notary, the Regional supervisory Assembly of Indonesian 
Notaries, legal Protection. 
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